PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 / 29 / DPRD-BLG /2025

PENGUMUMAN USUL PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN 2024 -2029.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2)
huruf a dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
Dan Kota, Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya
sebelum berakhirnya masa jabatannya salah satunya
adalah karena meninggal dunia, kemudian penggantinya
berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan
DPRD yang berhenti;

b. bahwa calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti
diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik untuk diumumkan
dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan
DPRD;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengumuman
Usul Peresmian Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD
Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan 2024 -2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);




Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU)
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran




Memperhatikan

Menetapkan

10.

11,

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2017 Nomor 4);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2025 Nomor 29) ;

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat dengan Nomor : 33/SK/DPP.PD/IX/2025
tentang Penggantian Unsur Pimpinan Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan
Selatan Fraksi Partai Demokrat;

- Rapat Paripurna Pengumuman Usul Peresmian
Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa
Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PENGUMUMAN USUL PERESMIAN
PENGGARANTI ANTAR WAKTU PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN 2024 -2029.




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Usulan ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan
Selatan Selatan berdasarkan usulan Pimpinan Partai Pilitik
melalui Bupati Balangan.

Penganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun
2024 - 2029 yang diusulkan untuk peresmian
pengangkatannya adalah Saudara :

SAIFUL ARI, S.E.

dari Partai Demokrat

sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan.

Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 22 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




